Voting Pilkada: Berebut Tuah atas Nama Demokrasi

Guru Besar Fakultas Hukum
danWakil Rektor Il
Universitas Sebelas Maret UNS Solo

ei tahun 1998 banyak
Mdjkena] sebagai mo-
mentum reformasisis-
tempemerintahanyangsemula
sentralisasi berubah menjadi
desentralisasi. Kalaituparama-
hasiswa bersama rakyat bera-
mai-ramai melawan sistem pe-
merintahanordebaruyangsen-
tralistik dan ingin mengubah
sistem keterwakilan dalam me-
nentukanpilihan kebijakan (po-
licy) menjadi sistern langsung
yang melibatkan partisipasi pu-
‘blik dalam pemilihan pimpinan
baik nasional (presiden) mau-
pun lokal (gubernur, bupati/
walikota). Euforiapemberdaya-
an masyarakat (society empo-
werment) itukemudian dilegiti-
' masi dalam sebuah rangkaian
peraturan perundang-undang-
an yang dihasilkan satu tahun
setelahreformasi1998.

Ya, sejak tahun 1999 itulah
makaIndonesiatelahmendesain
telah itu dengan demokrasi
secaralangsung, yaitusebuah ke-
kuasaan yang diberikan dari
rakyat, kepada rakyat dan untuk
rakyat. Dalam sistemitu, masya-
rakat dimobilisasi sebagai agen
setiapperubahandalammemilih
pemimpin-pemimpiniya.

Lebih dari satu dasawarsa,
kita telah mempraktikkan de-
mokrasi langsung itu, dan me-
lalui rencana Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah (RUU
Pilkada) itulah keberadaan sis-
tem demokrasi di Indonesia di-

uji dan dikoyakkembali.

Ujian pertama tentu akan
dipertanyakan bagaimana si-
kap dan pendapat lembaga
pembuat undang-undang itu
sendiri (presiden bersama-sa-
ma DPR). Sejak tahun 2012 pe-
merintah melalui Kementerian
Dalam Negeri sudah menyusun
dan mengajukan draf rancang-
an perubahan UU tentang Pe-
milihan Kepala Daerah (UU No
32tahun2004). Setelah melalui

- pembahasar panjang-dan alot,

lima fraksi DPR ingin meng-
ubah dari demakrasi langsung
ke demokrasi tidak langsung
yakni pemilihan melalui DPRD.
Kelima fraksi tersebut yakni
Fraksi Partai Golongan Karya,
Fraksi Partai Amanat Nasional,
Fraksi Partai Keadilan Sejahte-
ra, Fraksi Partai Gerindra, Frak-
siPartaiPersatuan Pembangun-
ansertaempatfraksiyangtetap
menginginkan demokrasilang-
sung, yakni Fraksi PDI Per-
juangan, Fraksi Partai Kebang-
kitan Bangsa, dan Fraksi Hanu-
ra, sementara Fraksi Partai De-
moekratkurangjelas posisinya.
Melalui perbebatan yang
sangat alot dan mendebarkan
RUU Pilkada yang rencananya
disahkan pada 25 September,
mundur sampai pukul 01.30
atauJumatdinihari26 Septem-
berbarudapatdiputuskanseca-
ra voting terbuka pada sidang
paripurna DPR yang dihadiri
hanya 361 anggota (karena
Fraksi Partai Demokrat mela-
kukan walkout). Darivoting ter-
bukatersebut 226 anggota DPR
setuju pemilihan tidak lang-
sungdan135anggotamenyetu-
jui pemilihan langsung dan ti-
dakadaanggotayangabstain

Pro-Kontra
Palu “godam” voting pleno
minus Fraksi Partai Demokrat

dengan putusan kemenangan
pemilihan tidaklangsung terse-
but memberikan legitimasi
bahwa pemilihan gubernur, bu-
pati/wali kota dilakukan oleh
DPRDdanbukanlangsungoleh
rakyat tersebut menimbulkan
silang pendapat (pro-kontra)
dalam kehidupan bernegara
danbermasyarakat.

Pendapat yang tidak setuju
atas putusan pemilihan tidak
langsung mengatakan dan ber-
pijak bahwa hakikat demokrasi
adalah kekuasaan dari rakyat,
untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Oleh karenaitu, palu yang telah
diketukoleh Priyo BudiSantoso
pagidiniharitersebut dianggap
telahmengambil dan mencabut
hak-hak demokrasi rakyat. Se-
lainitu, putusansidangparipur-
na tersebutjuga telah dianggap
mengambil hak dan merampok
hak memilih jutaan rakyat un-
tuk menentukan pemimpin di
daerahnya baik provinsi, kabu-
paten, maupun kotamadya.

Putusan itu juga dianggap
bahwa pilkada lewat DPRD ha-
nyaakanmengulangirezimlama
agar setiap kepala daerah tun-
duk, patuh, dan takut kepada
DPRD. Oleh karena itu, pilkada
tidak langsung hanya menekan-
kan dan hanya untuk kelompok
tertentu, bukan kepentingan
rakyat dan masyarakat- pada
umumnya. Selain itu, mereka
berpendapat pilkada tak lang-
sungbaruidealjikarakyatmewa-
kili kekuatan sebagai pemberi
mandat pada wakilnya di DPRD,
sedangkan pemilihan DPRDkita
senyatanya bukan untuk kepen-
tingan-kepentinganitu.

Di samping itu, melihat ke-
pentingan rakyat yang lebih
besar, sistem pemilihan melalui
DPRDmemupukpolitikdagang
sapiserta transaksi politik yang
dilakukan oleh anggota DPRD

dalambentuk suap-menyuapdi
lembaga yang bertugas sebagai
legislasi, budgeter, serta lemba-
ga kontrol pada daerah provin-
si/kabupaten/kota.

Pendapat yang menyetujui
pilkadalangsungdenganbebera-
pa dalih yang menyeruak dan

" dengan dasar yang kuat, antara

lain: Pertamu, sila keempat Pan-
casila yang menyatakan kerak-
yatan yang dipimpin oleh hik-
mah kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan perwakilan. Ke-
dua, tak ada satularangan dalam
UUD 45 karena UUD 45 hanya
menyatakan bahwa presiden di-
pilih secaralangsung, sedangkan
gubernur, bupati/wali kota di-
pilih secara demokratis. Keten-
tuan inilah yang kini diperebut-
kan antara demokrasi langsung

dandemokrasi tidaklangsung,

Ketiga , besarnya biaya yang )

dianggarkan dalam APBD yang
digunakan pemilihan langsung
telah mengganggu keuangan
daerah yang mestinya dapat di-
gunakanuntukmemberikandan
meningkatkan pelayanan publik
(public service) serta meningkat-
kankesejahteraanmasyarakatdi
daerah. Keempat, adanya penda-
patyang mengatakan bahwa pe-
milihan langsung ternyata be-
lum dapat menjaring dan mene-
mukan pemimpin-pemimpin
daerahyangbebasKKN, ternyata
ada banyak kepala daerah yang
bermasalahdenganhukum (seti-
daknyaada sekitar 321 orang ke-
pala daerah kini sedang berurus-
an dengan aparat penegak hu-
kum (kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan).

Namun demikian, adanya
dengan segala kekurangan atas
sistem tidak langsung namun
dalam sisi lain masih nampak
adanya kelebihan-kelebihan,
antara lain: dapat dicegah dan

- dihindari adanya kerusuhan

dan kebencian antar pendu-
kung demikian pula tidak ada
persaingan antar tim sukses
masing-masing calon serta da-
patdicegah dan dapat dihindari
adanya demonstrasi anarkis
daricalonyangkalah

Selain itu, sistem tidak lang-
sung dapat mencegah adanya
politik uang terhadap rakyat

- sertadapatdicegahnyapenggu-

naan barang-barang milik pe-
merintah daerah disalahguna-
kan dalam penggunaannya pa-
damasakampanye. Disamping
itu, sistem tidak langsung juga
dapat dicegah pemaksaan dan
penyalahgunaan aparat biro-
krasi sehingga birokrasi tetap
netral. Satuhalyangtidakboleh
dilupakan dalam sistem tidak
langsung adalah tidak ada gu-
gatanke MK.

Kontroversi antara pemilih-
anlangsungmaupuntidakldng-
sungitu tidak pernah lepas dari

. kepentingan apa yang ada da-

lam setiap Fraksi DPR yang di-
penuhi oleh para politisi “pro-
fesional”. Olehkarenaitu,aspek
politiklah yang dominan yakni
saling mencari, merebut, dan
mempertahankan kekuasaan
ituatas nama yang sangat men-
dasar dari “tuah” demokrasi itu
sendiri, yaknirakyat. @
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